
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1031, 2022 KEMENHUB. Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan 

Kapal. 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM 30 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 6 
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan tata cara pengenaan 
sanksi administratif, perlu mengubah Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan 

Kapal; 
      

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4849); 
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6319); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33); 

  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan 
Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 131); 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Kecelakaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 131) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 33 

(1) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 tidak dapat hadir, pemilik 
atau operator kapal harus menyampaikan secara 

tertulis alasan ketidakhadirannya kepada Ketua 

Mahkamah Pelayaran paling lambat 2 (dua) hari 
kerja sebelum sidang dimulai.  

(2) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat 

hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sidang 
pertama tetap dilaksanakan. 

(3) Setelah sidang pertama dilaksanakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Pelayaran 
melakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 

(tujuh) hari kerja sebelum jadwal pelaksanaan 

sidang kedua;  

(4) Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat 
hadir dalam sidang kedua sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), sidang tetap dilaksanakan dan 

diputus tanpa kehadiran yang bersangkutan. 
 

2. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 33A 

Dalam hal Terduga dan/atau Saksi tidak dapat hadir 
dalam persidangan dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, Tim Panel Ahli dapat meminta 

bantuan Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang 

ditunjuk oleh Menteri untuk meminta kepada Terduga 
dan/atau Saksi memberikan keterangan secara tertulis. 

  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah 

Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 109); 
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 815); 

    

  MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA 

PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL. 

www.peraturan.go.id



2022, No.1031 
-3- 

3. Ketentuan Pasal 38 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 38 
(1) Pelaksanaan sidang Tim Panel Ahli bersifat terbuka 

untuk umum. 

(2) Pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilangsungkan di tempat kedudukan 

Mahkamah Pelayaran atau di luar tempat 

kedudukan Mahkamah Pelayaran. 
(3) Dalam hal pelaksanaan sidang di luar tempat 

kedudukan Mahkamah Pelayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sidang dilaksanakan atas 
persetujuan Ketua Mahkamah Pelayaran. 

(4) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan sidang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan secara daring atas persetujuan Ketua 
Mahkamah Pelayaran. 

 

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 44  
(1) Dalam hal Saksi dan/atau Ahli tidak dapat hadir 

dalam pelaksanaan sidang karena alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan, Tim Panel Ahli dapat 
meminta bantuan Syahbandar atau Pejabat 

Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia terdekat 

dan pejabat pemerintah negara setempat yang 

berwenang untuk meminta kepada Saksi dan/atau 
Ahli memberikan keterangan secara tertulis.  

(2) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  
a. sakit; 

b. keadaan kahar (force majeur); 
c. surat panggilan tidak sampai; dan/atau  
d. sedang berlayar atau bertugas. 

(3) Saksi dan/atau Ahli sebelum memberikan 

keterangan secara tertulis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus mengucapkan sumpah atau janji 
menurut agama dan kepercayaannya di hadapan 

Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Pemerintah 

Republik Indonesia terdekat dan pejabat pemerintah 
negara setempat yang berwenang. 

 

5. Ketentuan angka 3 huruf c ayat (2) Pasal 47 dihapus 
sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 47 
(1) Keputusan Mahkamah Pelayaran ditandatangani 

oleh Tim Panel Ahli dan sekretaris Tim Panel Ahli.  

(2) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. ikhtisar kejadian Kecelakaan Kapal;  
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b. hasil pembuktian yang diperoleh dalam 
pelaksanaan sidang; 

c. pendapat Mahkamah Pelayaran mengenai: 

1. Kapal, dokumen Kapal, dan awak Kapal; 
2. keadaan cuaca; 

3. dihapus; 

4. muatan dan/atau penumpang; 
5. navigasi dan olah gerak; 

6. sebab Kecelakaan Kapal; 

7. upaya penyelamatan; dan 
8. kesalahan dan/atau kelalaian; 

d. isi putusan: 

1. dasar hukum peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar keputusan; 

2. kesimpulan sebab terjadinya kecelakaan; 

dan 

3. amar keputusan; dan 
e. penutup: 

1. hari dan tanggal putusan; 

2. nama Tim Panel Ahli; dan 
3. nama sekretaris Tim Panel Ahli. 

(3) Amar keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf d angka 3 memuat: 
a. pembebasan dalam hal Nakhoda dan/atau 

Perwira Kapal tidak terbukti melakukan 

kesalahan atau kelalaian dalam penerapan 
standar profesi kepelautan; atau 

b. pengenaan sanksi administratif kepada 

Nakhoda dan/atau Perwira Kapal apabila 

Nakhoda dan/atau Perwira Kapal terbukti 
melakukan kesalahan atau kelalaian dalam 

penerapan standar profesi kepelautan. 

(4) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibacakan oleh Tim Panel 

Ahli dalam pelaksanaan sidang yang bersifat terbuka 

untuk umum. 
(5) Salinan keputusan Mahkamah Pelayaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan 

kepada Terduga dan/atau pemilik atau operator 
Kapal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah 

keputusan dibacakan. 

(6) Keputusan Mahkamah Pelayaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai format 
contoh 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 
 

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah serta ayat (4), ayat 

(5), dan ayat (6) Pasal 48 dihapus sehingga Pasal 48 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 48 
(1) Dalam hal Nakhoda dan/atau Perwira Kapal terbukti 

melakukan kesalahan atau kelalaian dalam 

penerapan standar profesi kepelautan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b dikenai 
sanksi administratif berupa:  

a. peringatan tertulis; atau 

b. pencabutan sementara sertifikat keahlian 
pelaut untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) 

tahun. 

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan 
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dikenakan terhadap Kecelakaan Kapal yang tidak 

mengakibatkan korban jiwa atau kerugian harta 
benda.  

(3) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan 

sementara sertifikat keahlian pelaut untuk jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dikenakan: 

a. untuk jangka waktu antara 1 (satu) bulan 

sampai dengan 6 (enam) bulan terhadap 
Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban 

jiwa tetapi tidak terdapat kerugian harta benda 

atau tidak ada korban jiwa tetapi terdapat 
kerugian harta benda;  

b. untuk jangka waktu antara 7 (tujuh) bulan 

sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhadap 
Kecelakaan Kapal yang mengakibatkan korban 

jiwa dan kerugian harta benda; atau 

c. untuk jangka waktu antara 13 (tiga belas) bulan 
sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan 

terhadap Kecelakaan Kapal yang 

mengakibatkan korban jiwa, kapal tenggelam, 

dan faktor lain. 
(4) Dihapus. 

(5) Dihapus. 

(6) Dihapus. 
 

7. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 49 

(1) Ketua Mahkamah Pelayaran menyampaikan hasil 
Keputusan Mahkamah Pelayaran secara tertulis 

kepada Menteri berupa rekomendasi pembebasan 

atau rekomendasi pengenaan sanksi administratif 

kepada Nakhoda dan/atau Perwira Kapal dalam 
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari 

kerja sejak keputusan Mahkamah Pelayaran 

dibacakan.  
(2) Selain menyampaikan rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Ketua Mahkamah Pelayaran 

juga dapat menyampaikan:  
a. rekomendasi pengenaan sanksi kepada pemilik 

atau operator Kapal yang tidak melaksanakan 

kewajiban menghadirkan Terduga dan/atau 
Saksi dalam pelaksanaan sidang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau  
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b. laporan tertulis, dalam hal berdasarkan bukti 
awal diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan oleh pejabat 

pemerintah atau pihak lain yang secara 
langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 

sebab terjadinya Kecelakaan Kapal. 

(3) Menteri menetapkan pengenaan sanksi administratif 
sesuai rekomendasi Mahkamah Pelayaran berupa 

surat penetapan. 

(4) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif di 
luar sanksi administratif yang direkomendasikan 

oleh Mahkamah Pelayaran dengan pertimbangan 

tertentu.  
(5) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) berupa: 

a. terkait dengan kerja sama bilateral dengan 

negara lain; dan/atau 
b. Menteri mempunyai data-data lain terhadap 

Nakhoda dan/atau Perwira Kapal sebagai 

Terduga. 
(6) Penetapan pengenaan sanksi administratif oleh 

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

bersifat final. 
(7) Sanksi administratif kepada Nakhoda dan/atau 

Perwira Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
(8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Direktur 

Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

setelah ditetapkan.  
(9) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(8) menyampaikan informasi mengenai pengenaan 

sanksi administratif yang telah dilaksanakan 
kepada:  

a. Syahbandar atau Pejabat Perwakilan 

Pemerintah Republik Indonesia terdekat;  
b. Mahkamah Pelayaran;  

c. pejabat pemerintah negara setempat yang 

berwenang;  
d. pemilik dan/atau operator Kapal; dan 

e. terhukum. 

(10) Surat penetapan sanksi administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai format 
contoh 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 
 

8. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 50 

(1) Pemilik atau operator Kapal yang tidak memenuhi 
kewajiban menghadirkan Terduga dan/atau Saksi 

dalam pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dikenai sanksi 
administratif berupa:  

a. peringatan tertulis;  

b. pembekuan izin; dan/atau  
c. pencabutan izin.  

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dapat dikenai apabila pemilik atau 
operator Kapal tidak melaksanakan kewajibannya 

untuk setiap panggilan pelaksanaan sidang.  

(3) Dalam hal pemilik atau operator Kapal tidak 
melaksanakan kewajibannya setelah 2 (dua) kali 

panggilan pelaksanaan sidang, dapat dikenai sanksi 

administratif berupa pembekuan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu 

30 (tiga puluh) hari kalender. 

(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c dapat dikenakan apabila pemilik atau 
operator Kapal tidak memiliki itikad baik untuk 

melaksanakan kewajibannya.  

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dan huruf c dikenakan terhadap izin usaha 

perusahaan. 

(6) Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan 
Pengenaan sanksi administratif kepada pemilik atau 

operator Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
9. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 50A 
Tata cara penetapan dan pelaksanaan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan 

Pasal 50 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Oktober 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 
 

YASONNA H. LAOLY 

 

 Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 September 2022 
 

MENTERI PERHUBUNGAN 

   REPUBLIK INDONESIA, 

 
            ttd 

 

    BUDI KARYA SUMADI 
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Berdnsarlc.o.n Pnsnl 2:51 dan Pnsal 2:13 Undane·Undnn& Nomor 17 
Tnhun 2008 tentnn& Pelnyaran Pnsnl 17 Peraturan Pemertntah Nomor 9 
Tnhun 2019 1entnng Pemertksnan Kecelaknan Kapnl, Pnsal 3734 Kltab 
Undana·Undnng Hukum Daenng (KUHD), dan Pnsal 24 Pernturan Menter! 
Perhubunaan Nomor PM o Tahun 2020 tentnne Tata Ctu"ll Pemertksnan 
Keeelaknnn Kapa.I, Mnhknrnnh Pelnynmn lelnh melnkuknn peneuuan dnn 
Pemertksoo.n LonJutnn Keeelakaan Kapnl unruk meneetahul sebab-sebnb 
terjndlnya Kecelaknan Knpal tersebut dan menentuknn ada atau lldnk 
adnnya kesalahan atou kelnlnlnn dalnrn penerapan stnndar proresl 
kepelauton ynng dUakuknn oleh Nakhodn dan/otau Perwtra Kapa) sorta 
menjotuhkan snnksl odmlnlstrour kepndn Terdueo yane terbuktl bersnlnh 
atau lal11J 

(lkhtlsnr terJndlnya Keeelakaan Kapru ynna lslnya umlan slnaknt pertsuwa 
Keeelnknnn Knpnl dan nklbnt dnrt kecelakaan tersebut). 

Oltektur Jendernl Perhubunaan Lnut/Kepaln Kantor Kesynhbnndaran 
Utnma/ Kepnb Kantor Kesynhbnndnmn dnn Otorltns Pelnbuhnn Khusus 
Batam/Keprua Kantor Kesy.ihbnndarnn dan Otorttns Pelnbuhnn/ Ke pain 
Kantor Unlt Pen)"'lenaanrn Pelnbuhan denaan Surntnya Nomor: 
.................... , tangnl hal telah mellrnpnhkan berkns 
Kecelnknnn Kspol tersebut kepnda Mohknmnh Pelaynmn untuk dllakukan 
Pemertbnnn Lnnjutan Kecelaluuln Knpal, dnn selnnJutnyn telD.h dlbentuk 
Tirn Panel Ahli berdnsnrktul Keputusnn Ketuo Mnhknrnnh Pelnynran 
Nomor: tnngaal tentnng Pernbentukan Tim 
Panel Ahli Mnhkn.mnh Pelayarnn Pemerllcsnan Lonjutnn Keeelnknan Knpal 

DENOAN RAH MAT TUHAN YANO ?,!AHA ESA, 

MAHKAMAH PELAYARAN 

KEPt.rruSAN MAHKAMAH PELAYARAN 

NOMOR: . 

TENTANO 

KECELAKAAN KAPAL KANOASNYA/TERBAKARNYA/TUBRUKAN 
ANTARA/TENOOELAMNYA 

CONTOH l'I 

KEPUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN 

LAMPIRAN 
PERATURAN MENTER! PERHUBUNOAN 
REPUBLIK INOONESIA 
NOMOR 
TE.VfANO 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
MENTER! PERHUBUNOAN NOMOR 
PM 6 Ti\HUN 2020 TENTANO TATA CARA 
PEMERJKSAAN KECELAKAAN KAPAL 
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3. Snksl lalnnya : 
n . 
b. ························································································· e, dst. 

dst. 

a, 
b. 
c. 

B. Oalarn pertsuwc Ke«lakonn Knpal Kandnsnya/Terbokamyn/Tubrukan 
antara/Tenaaelrunnya. Mahknm4h Plelayaran menetnpkan Terduan dan 
para Saksl seb3&lll berikut; 
I. a. Terduan I ; 

b. Terdu&n U •••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. : 

2. Snksl Anak Buah Kapru: 

c. dst. 

Nama 
Jenls 
Bendera/Tru1da Pnngtlan 
Plembuatan T<lhun/Tempat 
Konstruksl 
Tru1da Pnngtlan 
Isl kotor /Isl berslh 
Tanda setor 
Tenaaa Plenu,,rak Utama 

Ukuran Pokok 
PnnJrul& 
Lebnr 
0'1lam 
Plemlllk 
Nakhodo 
Awak Kapoi 

2. Jolannya PlertstJwo. 
n . 
b .•••••••••••••.•••••••••••••••.•.•••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berk<1S-berkas yang dltertma oleh Mahkrunah Plelayaran antarn laln berupa: 
I . 
2 •••.•......................•..........•.....•.••..•..•..•.••..•.•..................................... 
3.dst. 

A. tknsar keJru!Jan Ke«lakaan Kapal antara lnJn berupa: 

I • Data Kapal. 
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Pl!ndldlklln Umum 
I) : 
2) •.•....••.•..••.•..••.••.••.••.••.••.••....••....••.•..••.•..••.•..••.•..••.•..••.••.. ; 
3) dst. 
Pl!ndidlkan Teknls . 
PenanJnman Berlaynr · 

I) .. 
2) .. 
31 dst 

2. Sakal Uobotnn daJnm kapal) Saudaro hndir dnlrun Sid""& 
Pemeriksnan Lanjutan Kecelnkaan Kapo.l, dnl11m kea.daon sehot 
Jnsmanl dan rohanl dibnwnh aumpnh, (blla Udak hndlr dlcnntumknn 
surot keternngM dru1 perusahaan, keternn11an dlambU dart Serita 
Acarn Terperiksn dalam Pl!meriksllM Pendnhuluan) memberikan 
ketemngan sebn&nl bertkut, 

Lohlr di . 
Tangal . 
"&llmll . 
Alamo, . 

e. dst: 

31 dst. 
Pl!ndldikon Teknls 
Pl!nanJnmon Berlayar 

11 : 
2) : 
31 dst. 

b •................................................................................................ 

I. Terdugn Nakhoda/P<,rwtra Kapnl Saudara dnlrun keadaan 
sehat Jasmanl dan rohanl dJdrunplngl/tldak dldrunptngl oleh 
Penaseha! Ahli, hadlr /tldak hodlr dnlrun Sldan& Pemertksoan 
Lanjutan Kecelruw:i.n Kapa] (blln tldak hadlr dlcantumkan surot 
keternngan dart perusahaan, keterongan dlombU dart Berlta Aeara 
Terpertks11 dalam Pl!mertksaan P<,ndahuluan) membertkrul 
keterangan sebagnl berikut : 
a. Lahlr di . 

Tan&&aJ . 
A&nma . 
Alnmnt . 
Pl!ndldlkon Umum 

11 ...................................................................................• 
2) : 

Mahkrunnh P<,layarnn telah memanggll secara patut kepada Terdu&a 
dan Par11 Saksl &Una dtdengar keterangannyo dihadapan Sldan& 
Pernertksaan Lanjutan Kecelak.aan Kapal pada (har1/tanu,ill, 
bertempat di....... Keternngan yang dlbertkan dnlrun Bento Aearn 
Terpertksa dnlrun P<,mmksaan P<,ndahuluan dan dlhadapan Sldo.ng 
P<,mertksoan Lrutjutan Kecelakaan Kapa] Mahk11moh Pelayarnn adalah 
sebngnl bertkut: 
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2. Kendaan CUacn. 
Berdruiru'kan hruill onallsls dnr1 Badon Metereol<>al Kllmatol<>at don 
Oeoftslka Stnslun don berdasnrkan keteran11ru1 Terdug;l 
dan Pnm Snksl, mn.ka mengeno.t keadaan euecn P"da sant terjadlnya 
kecelakaan KnpnJ dllokasl kepdtan sebaanl berikut; 

. ljnzah .. 
Mahluunah P,,lnyaran berpendapat bahwa 

. . ....................... 

. . ...................... 

. . ....................... Maslnls I 

Maslnls II 
Maslnls III 
Maslnls IV 

Oenean demlktnn 

ljnzah : 

ljnzah : 
IJ:wih ; 
ljnzah ; 

. . ......................• 

5a&1D.n Mesln : 

. . ...................... , 

. . ....................... Nakhoda 
Muallm I 
Muallm II 

Muallm Ill 

ljnznb ; 

ljnznb : 
ljnzah ; 
ljnzah .. 

. . ........................ 

............................................. sebaaal ber1kut : 
Bagtan Deck : 

e. Awak Kapa) 

b. Dokumen Kapa) 

Berdruiarkan pemerlksruln atas data-data ndmlnlstrnllf dan 
berdasarkan hruiO pemertksaan lanjutan terhadap paru Terduga dan 
para Sakal, maka Kendaan Kapru, Dokumen Kapru, dan Awak Kapa) 
dapat dlslmpulkan sebagal bertkut: 
a. Kapal. 

I. Tentang Kapa), Dokumen Kapru dan Awnk Kapa). 

C. P,,ndnpat Mahkrunah Pelayaran, 

c, dst 

b . 
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Berdasarkan pernenksaan pada valldltns senlflkasl Alat Pemadam 
Kebnkaron, dan berdnsnrkan pemertksaan data admlnlstrnsl 
kelenak3pnn don pelatJhnn Alai Pemndnm Kebakamn, sena 
berdasnrkan hnsll pemertksaan dnlam dokumen Berttn Acnra 
Pemertksaon Pendnhulunn (BAPPI dan hasll Pemertksaan Lanjutnn 

:I. Tentana kelenaknpnn Alat Pemadnm Kebakaran dan keslnpnn tanuap 
darurnt kebakaron (apnbllo keeelaknan kapal terbnk,u) 

Den&an demllclnn Mnhkamnh Pelayorun berpendopnt bahwa 

b.Olnh Oerok 

Setelnh men&l'llnllsn tentnn& keleneknpnn alat bantu nnvtei,sl, 
arurnn-aturan bemaY1gi:,sl, sltunsl lingkungan tempat kejndlnn, dan 
kebtasaan pelaut ynng balk (good searnanshlp], mnka eare bemav1gnsl 
dnn cam beroLo.h e,,mk dlnllrusebngnl bertkut : 

a NoY111nsl. 

'I. Nn•1jpSI dan Olah Oernk. 

Den11an demlldan Mnhkamnh Pelayaran berpendapat bahwn 

b. Kmdnan Stabllltas Kn.pal 

3. Muntan dan Stnbllltns !Capo.I. 
Berdnsarknn data ukurnn kapal, daftar manifest, tatn letak 
bangunan kapal dan u,ta letak susunan muatan, makn mengenaJ 
keadaan muntan dan stabUJtns knpal adalah sebngal bertkul : 

a Muntan 

Dengan demlldnn Mnhkamnh Pelnyaran berpendopnt bnhwa 

b. Berdasnrkan keterangan Terduga dan para Saksl keadnan euoco 
pada snat kejndlan adalah sebngal bertkut : 

a Menurut Sadan Metereologl KllmatoloKfdan Oeoflslka stastun 
... dengan surat Nomor ... tanl!llai ... bahwa kendaan cunca 
pada tanual ... pukul ... di Perntran ... sebngai bertkut: 
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Oengnn dernlklan Mahkarnoh Pelnynran berpendopat bahwa 

................ - . 
b . 
e, dst. 

8. Kesalohan don Kelalnl:ln 
Berdnsarknn hal-hnl yong teloh dlurnlknn di Glas dnlnm kecelnknnn 
kapal Knndasnyn/ Tenagelrunnya/Terbakamya/ Tubruknn antara 
beban tan&&UDg Jawab terhadap kesatohan dan kelnllllnn adaloh 
seb4&"I bertkut : 

Oenann demtktan Mohknmoh Pelnynmn berpendapot bohwn 

............. ,.,- . 
b " .• "" . 
c. dst 

Berdnsarknn hnsll I 'lldln& lanjutan keeelakaan kapal terhndap 
Terduga Nakhoda/ Perwlm Kapoi moka upnyn penyelamntan yana 
dllakukan adnlnh sebngal bertkut : 

7. Tent.mg Upoya Penyelnmntnn 

Dengan demlkl:ln Mohkrunoh Peloyamn berpendnpnt bohwo 

n . 
b . 
e, dst 

6. Tentang sebab terjadlyn Kecelnkaan Kapnl 

Seteloh menannallsa faktn·fakta dasnr, kondlsl Unakunann P'lldln11 
alem], l'lldlng teknls. 141dlng manusta, l'lldlng O'innlsMI dan 
dokumen mengenal keJadlnn kecelakaan knpal 
Knndnsnya/Tenggelnmnyo/ TerbokAtnya/Tubruknn antara, mnkn 
penyebab kecelnknan kapal 
Kanclnsnya/Tenagelnmnyo/Terbolcnmya/Tubruknn antarn ndnlah 
sebngal bertkut : 

Dengnn demlkuw Mahkamoh Pelayaran berpendnpot bohwa 

b. Tentana keslapan tnnagap darumt 

Keeelakaan Kapal terhadap Terdugn dan para Soksl dinUni sebagnl 
bertlrut: 
a. Tentong kelengknpon Alnt Pemndam Kebaknmn 
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An&&oltl · ttd . 

An&&Oltl : ltd . 

An&&otn · ttd . 
Anegotn : ttd . 
5ekretnrts : ltd . 

Nama clan gelnr 

Nama dan gelnr 

Noma dan gellll' 

N runn clan gellll' 

Nrunt1 clan gelar 

Nama dan gelllJ' 

...................... ttd . Ketua 

MEMUTUSKI\N 

O KEPUTUSt\N 

l\lWI dasar kenyataan-kenyataan tersebut di atas berdasarkan PWlal 373a 
Kltab Undan11·Undan11 Hukum Dagang (KUHO), Pasal 2S3 aynt Ill dan 
aynt 121 Undan11·Undang Republlk Indonesia Nomor 17 tahun 2008 
tentan11 Pelayarnn dan PWlal 31 huruf d. Peraturon Pemertntah Nomor 9 
Tnhun 2019 ten tang Pemerlksaan Keeelakaan Kapal dan dengan 
memperttmbangkan hal-hal yana mertngnnkan don yang memberatkan, 
Mnhkamnh Pelayarnn : 

b. Hal·hal Y""ll memberatkan 

9. Hal - Hal Yang Mertngnnknn dan Yang Memberotkun 
Berdasarkan proses perstdangan terhadap Terduga dan hal-bal 
prtbadl ynng dlsampalkan Terduga, maka dlpandang perlu 
mempertlmbangkan hal-hal sebagal bertkut 

a. Hal-hal ynng merlngankan 
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a.n M I fl'ER>t 
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MEWTVSIWI 

KEl'UT1JSAH MENTER! PeRHUBUNGAN TEHTANG PeNETN'AH SANKSI 
AOM.NlSTRATIF TERHAIW' SELAKU IWOC>OM'ERW1AA -Al. ATAU (NNM 
PEftVSAHMN PELAYNW,} TEFU<Nf oeNGAN l<ECEl>KH,N IW'AL 

b -· 

• 

TEHTN/1:J 
PENETN'N< SANkSI AOMJNlSTRATF 

TEIU<AIT l<ECELN<MN -Al. .. 

MENTER! PERMUBUNGAN 
REPUIIUK IIClClNESIA 

l<EDUA 

KESATV 

,.. ts.pl.an 

......... "' 

CONTOH 10 
SURAT PENETAPAN SANKS! /\DMINISTRATII' 
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